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- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT -
- HULU: SUNGAY SELATAN SIS
NOMOR : T TAHUN 1992
TENTANG,

PENYISIHAN PENERTMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT HULV ! SUNGAT
SELATAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURA N
ey o ;

3.

a

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN® MAHA ESA: .
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT ITHULU SUNGAT SELATAN

mbang : a. bahwa -dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerin

: tah Desa dan Pemerintah KeIurahan dalam menyeleng

garakan tugas-tugas Pemeriintahsn} Bendangunsn dan

Pelayanan kepada Masyarakat; p#rlu dilaksanakan -

upaya peningkatan pendapatan Desa dan Kelurahan -

melalui’ penyisihan sebagian hasil penerimaar Pa -

jak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat IT Hulu Sungai’Selatan kepada- Peme
rintah’Desa dan Pemerintah Kelurahan s T

b. bahwa pédoman Penyisihan Penerimsan Pajak Bumi -
Bangunan bagian Dasrah Tingkat I dan Daerah Ting e _ .
kat II xepada Pemerintah Desa‘dan Pemerintah Kol 'i: |
rahan tYelah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri:' . S
dengaw keputusan. Nomor 49 Tahuy, 1999 dan Nomox, 98 |
Tahun 19903 , N

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan.b konside

ran inl perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupagen Daerah Tingkat II Hulu Sungal Selatan ;

ngat : 1, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pemban .

. S . S A A e S S

tukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 3
2-'UhdéngQUndéhg:meor 5 Tahum 1974 tentang Pokok -

Pokok Pemerintahan di Daerah ;
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Undang—Undhng Nomor 5 Tahun 1979 tentang Ppq

merintahan Dosa ;
ang Nomor 12 Tahun 1985 tentang -
dan Banguran ;

ntah Nomor 47 Tahun 1985 .
n Hasil Penerimaan Pajak By
a Pemorintah Pusat dap

4. Undang-Und
pajalk Bumi

5e Poraturan Pomori
tentang Pombagla
mi dan Bangunan antar
Femerintah Daerah ;
32 ) Negeri Nomox 14
. Peraturan Menteri Dalam o
6 T tontang Bentuk Peraturan Daerah ;

£ hun 1974
eri Dalam Negeri Nomoxr 4 Ta-

7. Peraturan Ment
hun 1985 tentaﬁg_Pengurusan Pendapatan Ra-
sil Pajak Buml day Bangunan j

8. Peraturan"Ménteri‘Dalam Negeri Nomor 8 Ta
hun 1990‘tentangi§éngelolaan Kewangan Kelw
rahan §:... R N A g' - .

9. Papatisin Ménteri Dalam Negeri Nomor 2 Ta

" hun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Pene-
rimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa j -

10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Ta
hwn 1990 tentang Pedoman Penyisihan Peneri
maan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah
Tingkat I dan Tingkat IT kepada -Pemerinteh. -

G iaga g n e R g At

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9é Ta

- hun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Peneri
mean Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Dderah
Tingkat I dan Tingkat IT serta Pemberian -
Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Hasil Fajak
- dan Retribusi Daerah Kepada Pemerin¥ah Kelu
rahan ; . v o
.12, Peraturan Dacrah Propinsi Daerah Tingkat I

- Kalimamtan Selatan Nomor:1 Tahun:1983 ¥en
tang Sumber Pendapatan Desa,Pengurusan dan
Bengawasannya'; jpiigd b g ﬂhﬂ«"' ' '

1
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Kalimantan-Selatan Nomor 3 Tahun 1991 ten -
tang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan -
angunan Pemerintah Propinsi Dacrah Tingkat

I Kalimantan Selatap kepada Pemerintah Desa

dan Pemerintah Kelurahan ;

Peraturan Daerah Propingi Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1991 ten -
tang Penyusunan 4nggaran Penerimaan dan Pe-
ngeluaran Keuangan Desa’ ,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dae
.'rah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ,

Menetapkan

MEMUTUSKAN. :

: PERATURAN DAERAH KLBUPLTEN DAERAH TINGKAT IT
HUIU SUNGAI SELATAN TENT/NG PENYISIHAN PENp-
RIM:AAN PAJAK BUMI D4N BANGUNAN BAGILN PEME -
RINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNG

LT SELATAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEME; —
- RINTAH KELURAHAN,

BAB T
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud -

dengan :
4. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupa

ten Daerah Tingkat TT Hu

. : SR ~du Sungai Selatan 3
b. Bupati Kepala : adalah Bupati Kepala Dae
Dagrah g - rah Tingkat IT Hyly Su -

ngai Selatan ;

é. Desa = 1 adalah suatu wilayah yang

ditempati oleh sejumlah-
Penduduk sebagai kesgaty-
a2n masyarakat termasuk -
didalamnya masyarakat hu
kum yang mempunyai orga-
nisasi Pemerintahanp ter-
rendah langsung dibawah
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d. Kelurahan

Coe Pemerlntahan :

Desa

#, Pemerintahan
. Kglurahanu

g. inggaran DEsa: &

h . &inggaran Ke -
lurahan

...4-' .
udmat dan berhak menyelenggara_
kan rumah tangganya sendiiri dg.

" lam ikatan Negara Kesatuan Re .

publik Indonesia ;

adalah suatu wilayah yang di -
tempati oleh sejumlah penduduk
yang mempunyal organisasi Pe -
merintahan terendah langsung -
dibawah Camat yang tidak berhak
menyelenggarakan’ rumah *angganya

isendlrl H
~adalah a. Képala Desa .

b. Lembaga Mu g#warah -
Desa ;

adalah terdiri dari KBPAla Ke-
lurahan dan Perangkat Kelurahan;

adalah rencana operasinal tahun
nan dari pada program umum Pe
merintahan dan Pembangunan Desa

‘yang dijabarkan dan-.diterjemah -

- kan daldm angka rupiah disatu -

“pihak mengandung perkiraan target
-~ penerimaan dan dilain pihak Y -

mengandung perkiraan batas ter -~
tinggi pengeluaran Keuangan Desa;

adalah rencana opresional tahunan
daripada program wmum Pemerintahan
dan Pembangunan yang dtijabarkan -
dan diterjemahkan dalam angka-ang-
ka rupiah,disatu ‘pihak mengandung-
perkiraan farget penerimaan dan di
lain pihak mengandung perkiraan ha

" tas
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tertinggi pengeluarap Ko
uangan Kelurahan :
i, Penerimean Pajak Bumi dan B,

adalah Pepyisihan Peneri

, ngunan , maan Pajak Bumi dan Ba -
ngunan sebagai Suhgidi /
sumbangan Pemerintah Dae
rah .

BAB II

' PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG DISERAHKAN

! KEPADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN

‘ Pagal 2

(1) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pgmerintah Daerah
disisihkan sebesar 10 % (gepuluh persen)sebagai Sybsidi/Sum

bangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pe
merintah Kelurahan .

(2) Dana sebagaimané'dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Pemerin -

tah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Daerah setiap tahun Anggaran .

BAB III
ALOKASI DAN TATACARA PENYALURAN DANL
Pagal 3

(1) Alokasi dana penerimeaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat(1)
Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan kelancaran pe -
nyelenggaraan pemerintah,Pembangunan dan Pelayanan Kepada Ma
syarakat serta pemerataan untuk membantu Desa Kritis dan Ke-
lurahan yang felah Lunas Pajak Bumi dap Bangunan .

) BA4AB IV
v PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
Pagal "4

1) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat(1)Peraturan
Daerah ini dicamtumkan dalam Amggaram Desa dan Arggaran Kelura
han .,
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érimaan sebagaimana ayat (1) pasal ini 4§ -
i penyelenggsera2&n pemerintahayp

(2) Hasil pen
& da masycrakat ,

Hasi

gunakan untuk membiaysa

pembangunan dan pelayanan kepa
BADB v i

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

jak Bumi dan Bangunan Bagian Pgw ‘

a dan Pemerintah Ke- 1
ta tanggung jawab
an/bantuan terha - ‘
ah dilaksanakan,

Penyisihan Penerimaan Pa .
merintah Daerah untuk Eemerlntah Des

lurahan tidak mengurangi kewajiban ser
Pemerintah Daerah untuk te#gp.mem§er1k
dap Desa/Kelurahan yang selama 'ini tel

~ Pasal 6

.

(1) Hal-hal yang belum‘diatdf:dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang menzenai pelaksanaannya akan diatur 1lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini berlakm pada tanggal diundang -
kan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan -
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hu
lu Sungai Selatan.

Kandangan, 18 Juni 1992,
DEWAN PERWAKILAN'RAKYAT D$ERAH BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT II
"KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1T HULU SUNGAI SELATAN,

_HULU SUNGAI SELATAN
Ketua, :

Cap. -dbtt. Cap. dtt.
M. YUSBRAN AMWAR,BA %' Hi MOH. 4RLAN, SH

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum d Perundang-Undangan,

ZAl AHRI
NIP. 19690314 199503 1 002
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Lombaray Daorah D
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